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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN  BUPATIE GORONTALO
NOMOR V7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAT AN ATAS PIERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA

HUBUNGAN KISRJA DAN STANDAR KOMPETIENSI

Moenimbar o«

Mengimean b

STAT KHUSUS KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUPATE GORONTALC

bhahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nornor 69 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungst Tata
FHlubungan  Kerja Dan Standar Kompetensi Stal Khusus
kepala Dacrah perlu di sesuatkan dengan kebutuhan dan
dinamika Pemerintahan Dacrah guna peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupau Gorontalo Nomor 69 Tahun
2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Stall Khusus

Kepala Dacrah;,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1 959 tentang:
Poembentukan Dacrah-dacrah Tinekeat i Sulawes:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomaon

/4 Taornbahan  Lembaran Negara  Republik - Indonesio

Nomaor 1822);



Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2011 lentany,
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 8.2,
Tambahan  Lembaran Neeara  Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Nevara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor Haa9ay;

1

Unctano

nlang, Nomon 23 Tahumn 20014 Lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tohun 2001 Nomor 224, Tambahan  Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 3587) scebagaimana telah diabah
untuk - kedua kalinva  dengan Undang-Undang  Nomor
O Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor S5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemermtahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 560 1);
Peraturan  Pemermtah Nomor 30 Tahun 1979 (entang
Pemdahan  Ihukota  Kabupaten  Datit 11 Gorontalo  dari
[simu ke Limboto  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

Peraturan  Pemerimtah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranekar Dacrah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887):

Peraturan  Mentert Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Repubhik ITndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah chubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun

2018Nomor 157);

Log s g



Menentapkan

G, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas
dan Wewenang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2000
tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupat
serta Pejabat Perangkat Daerah  dalam  Melaksanakan
Tueas Teknis  Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Scri E), sebagaimana tclah
dirubah  untuk  ketiga kalinya  dengan  Peraturan  Bupat)
Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Dacrah Kabupaten Gorontalo

Tahun 2013 Nomor 26);
MISMUTUSKAN

PICRATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATE GORONTALO NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBIENTURKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSIL TATA
HUBUNGAN  KERJA - DAN  STANDAR  KOMPETIENSE - STAIC
NITUSUS NEPALA DATERALH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat Nomor 69 Tahun 2018

tentane Kedudukan, Tugas dan Fungst, Tata Hubungan Kerja dan

San

dar kompetens: Stal Khusus kepala Dacrah diubah sebagai

hoerikon

NG

Stal

tentuan Pasal < diubah, schingga Pasal 4 berbunyi schagai

bherrkut

Pasal 4

Khusus Kepala Dacrah terbag) kedalam bidang:

Acrokompleks;

Litigast dan Non Litgasi,

Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik;
Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri;
Sejarah, Sosial dan Budava;

Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana;
Pendidhikan dan lapangan Kerja;

Pemberdavaan Kkonomi rakyvat;

L(J‘/Aif



I, Penanganan Potenst Pemuda

] Penanganan Sosial

» Ketentuan Pasal 5 Dihapus

Vo Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal

S5A schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal SA

1 oStaf Khusus  di Bidang  Agrokompleks  mempunyal  tugas
membantu Kepala Dacrah dalam membuat kajian, analisis dan
memberikan pertimbangan pada bidang pertanian, peternakan,
perikanan,  perkebunan,  dan kehutanan  sesual  dengan
pelaksaaan tugas dan fungs) Perangkat Dacrah terkait, scrta
melaksanakan tugas-tugas lamnva vang diperintahkan Kepala
Dacrah.

2} Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdinri

A, Dinas Pertaman
b, Dimas Peternakan dan Keschatan Hewan

e Dinas Perntkanan

1. Dinas Ketahanan Pangan

Foketentuan Pasal O diubah, schingga Pasal 6 berbunyi sebagai
herdsn

Pasal 6

|

Hostal Khuasas de Bidang Litigast dan Non Litigasi mempunyai (ugas
miembantu Kepalas Dacrah dakun hal membuat kajian, analisis
dan pertimbangan pada bidang Litigasi dan Non Litigasi sesuai
dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah Terkait,
serta melaksanakan  tugas-tugas  lainnya  vang  diperintahkan
Kepala Dacrah,

12) Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdir

dan

A Inspektorat

h. Satuan Polisi Pamong Praja

¢ Bagian Hulkum

L'QLA £



1

l)

2)

Netentuan Pasal 7 diubah, sehingea Pasal 7 berbunvi sebagin

horkoan

Pasal 7

Stal Khusus df Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan

Komunikast Politik mempunval tugas membantu Kepala Dacrah

dalam membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan

pada bidang kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik

sesual dengan pelaksaaan tupas dan fungsi Perangkat Dacrah

Terkait, serta melaksanalkan Lugas-tugas

diperimtahkan kepala Dacrah,

lammnya vang,

Peranekat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdir

a. Badan kesatuan Bangsa dan Politk

b Dinas Komunikast dan Informatika

¢ Bagian Pemermtahan Sctda

. Bagian Oreamsast Reformas: Birokrast Sctda

Bacian Kehumasan dan Protokolan

hetentwan Pasal 8 diubah, scehingga Pasal 8 berbunyi schageai

e

Pasal &

«

dan Luar Negert mempunyai tugas membantu

Stal Khusus i Bidang Hubungan Kelembagaan Dacrah, Pusat

lkepala Dacrah

datoon membuat kajian, analisis dan memberikan pertimbangan

pada bidang Kelembagaan Dacrah, Pusat dan Luar Negeri sesual

dengan pelaksaaan tugas dan [unest Perangkal

Dacrah Terkait,

sertin melaksanakan  tugas-tugas  lainnva  vang  diperintahkan

Wepala Dacrah

Peranglkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdin

chin

ac o Badan Penchiian dan Pengembangan
| Pacdoom Porencanaan

0 Booin Nerpasama Globhal Setdan

Lo,



b

ey

Ketentuan Pasal O diubah, schingea Pasal 9 berbunvi schaga

el
Pasal 4

Stal Nhusus dr Brdang S(‘_im';llx. sostal dan Htl(lz.!_\u’l maeimpunyatl
fueas membantn Kepala Dacrah dalam membuat kajian, analisis
Ao memberikan pertimbangan pada bidang Scejarah, Sosaal dan
Budiva  sesunr dengan pelaksaaan tugas dan funes: Peranglan
Daceah Terkait, seva melaksonalam tugas tugas ldnnviae vane
chiperimtahkan hepala Dacrah,

voloe Diacerad sebasanmanse dimaksud dadoom avar (1) terdin
a. Dimas kepemudaaan Pariwisata dan Kebudayaan

L. Dinas Perpustakaan dan Arsap

‘ Baoian Keseiahteraan Rakvint

fetentuan Pasal 10 diubah, schingga Pasal 10 berbunyvi sebhagai

herikun
Pasal 10

Stal Whusus di bidang Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi
bencana  mempunval tugas  mmembantu kepala Dacrah  dalam
membuant kapan, analisis dan memberikan pertimbangan pada
biclang  Limmgkungan, Perubahan Iklim, dan mitgasi hencana
sestial dengan pelaksaaan tugas dan fungst Perangkat Dacrah
Terkart,  serta melaksanakan  tugas-tugas  lainnva vano
chipermuihkan kepala Dacrah,

Porangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdin

o

a. Dinas Lingkungan Hidup dan SDA
b Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas PU dan Penataan Ruany

&0

L Badan Penangegulangan Bencana Dacrah

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1-(satu) Pasal yvakni

Pasal TOA 1O TOC 10D sehingea berbunvi sebagai berikut:

l' ()’, s J‘



Pasal 10A

ol Whusus  di Bidang Pendidikan dan lapangan  Kerja
mempunyar tigas membantu Kepala Daerah dalam membuan
odian,  analisis dan memberikan  pertimbangan  pada  bidang
Pendidikan dan lapangan Kerja sesual dengan pelaksaaan tugas
dan fungst Peranekat Daerah Terkait, serta melaksanakan tugas-
fheas lainnva vang, diperintahkan Kepala Dacrah.

Deranekat Dacrah sebhagaimana dimaksud dalam avat (1) terdim

a0 Dinas Pendikan dan Kebudiaviaan
b, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

o Badan kepegawaian, Pendidikan dan pelatithan

Siab o khosies badane Pemberdavaan lKkonomi rakvat o mempunyi

Do e banna lepala Dacrahy dadam membuat kagpran, analisis
o membaertion pertimbancean pada bidang  Pemberdayanm
Folononn rakvat sesuai dengan pelaksaaan tugas dan fungs
Peranekat Dacrah Terkarn . serta melaksanakan  tugas-tugas
Fvmmnva vange dipermitahkan Kepala Dacrah.

Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdir

a. o Dimas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu satu Pintu
b, Dinas Koperasit |, Usaha Keoill dan Menengah

. Dimnmas Perimdustrian dan Perdagangan

. Bagian Ekbang Sctda

¢.  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 10C

Stal khusus Indang Penanganan Potensi Pemuda mempunyai
tigas membantu Kepala Dacrah dalam membuat kajian, analisis
dive memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Potensi
Pemuda sesuar dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkal
Dacrah Terkat. serta melaksanakan tugas-tugas lainnya vang
dhiperintahkan Kepala Dacrah.,

Perangkat Dacrah scbagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri

char
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a. Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata

Pasal 10D

(1) Staf khusus bidang Penanganan Sosial mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam membuat kajian, analisis dan
memberikan pertimbangan pada bidang Penanganan Sosial sesuai
dengan pelaksaaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait,
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan
Kepala Daerah

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
dari :

a. Dinas Sosial
b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 5 JUli 2019
GORONTALO 7.

-l

POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal © jL\\:\ 20\0

SEKRETARI ERAH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR \T
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TELAAHAN

Kepada —h o Bapak Bupati Gorontalo

Dar ~ Kepala Bagian Tala Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Gorontalo
Tanggal C 09 Mer 2019
Nomaor ©000/Bag. TUPNY /2019

Lanmpiran

Hal . Pertimbangan Administrasi Staf Khusus Bupati

ki D sar :
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerah.
Poratiran Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisas
Kementrian Nedared,
Peraturan  Bupati  Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukany,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Sta
Khisus Kepala Daerah

11, b a Anggapan :

Sesuai Peraturan tersebut di atas tidak secara eksplisit mengatur keberadaan staf
khusus di tingkat daerah sebagaimana reqgulasi tingkat pusat. Sisi lain, kepala daerah
bekerja dalam kompleksitas politis yang tinggi. Ranah tugasnya ganda. Kepala
Daerah bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai pimpinan seluruh  SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Di sisi lain, keberadaannya juga bherada di wilayah
nolitik karena terpilih lewat mekanisme politik (pilkada) dan pertanggungjawaban
politik di akhir periode v

Dilema dapat dijawab dengan regulasi pokok (UU No.23/2014 dan UU No. 12/2011)
tentana  peraturan  perundang-undangan  yang memungkinkan kepala daerah
mengadakan posisi staf khusus (individu atau tim). Aturan tingkat daerah (Perbup)
cukup menjadi landasan perundangan yang kuat sebagaimana diatur UU No.
1272011 (Pasal 8)
Hubungan requlasi terhadap kewenangan pimpinan institusi pemerintahan (kepala
daerah) pembentuk sistem staf pendukung sesual kebutuhan, sejauh tidak tumpah
finckiby dengan struklue orgamisast yang aca. Dengan demikian, tugas staf khusos
terbatas di masukan/rekomendasi kepada pimpman,

I¥i. ¢+ kta-fakta yang mempengaruhi :

sSecara eksplisit , norma kerja pemerintahan saat ini terlihat penjelasan PP No.
18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa tata organisasi terdiri dari lima elemen:
Bupati sebagai Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan Penunjang, dan staf
pendukung. Gambaran ini menempatkan staf khusus sebagai pendukung personal,
tanpa pengaruh struktural sama sekali. Sedangkan secara implisit, norma kerja
pemerntahan adalah untuk kepentingan umum yang berbasis pada kelembagaan.

Dengan adanya percepatan pembangunan disisa periode pemerintahan Bupati

Gorontalo saat ini maka, keberadaan staf khusus justru menjadi elemen yang sangat

krusial, dan mengidikasikan bahwa ada proses yang terlewat dalam pelembagaan
fiyuan pemerintahan pada SKPD yang ada.



sentg dan strategisnya tata keiola pemerintah saat ini serfe
v percepatan pembangunan sesual visi, misi Bupati Gorontalo
03 ¥ i osenonsg kembah susinan dan tata kerja staf khusus yano
aia uenaan penatasn pada sisi personit serta requlasi (perbub) yand
i acar peldksanaannnva
Hyuson akan bertugas mendukung pencapaian program kebijakan yang telah
tribusi dan terlembagea di setiap SKPD. Pendistribusian penting, supaya kerja
o omemacdi gelas  dalar memberikar masukan  tentang masalah  serta
o mpornaan hirokrasi dan implementast kebijakan langsung pada  kepala
Aac b Pada hakikarnya otaf khusus adalah input informasi, maka secara teknic
Lo inya memandg e dekat pada informags dan rekomendasi alternatit,
sonalsast penibencican staf khusus vang proporsional dalam norma dengar:
dieras aacde caekaniane dalam administrass adalah dengan mengambil sifa
dibento aaatan UL Ha i aean bersesuaian dengan requlasi yand
rankon parda wentol aan sifat ao o dalam kerja stal khusus dengan

N kelembiagaan, bukan kepraktsan dengan memposisikan pacda SEP

peapn fuops dae annd
Canortaan birokrast Aatam rangke woplementast langsung kepada Kepal:
s siat rousus Sadak dalam kordor Koardiator HSKPD fetapt beatujuay

U tatan poncapaia program dengan stroktur vang berbasic pada sumbe

) i | g ,;‘w..{“}{’_y YA SO LK 13".]:111
| Ju b b PR RN LA
LT
Bk e s e o A e S EEE D (CTAANAN I AQAE TAanal Iengas s

ctr jhe i P odpuhaten Gorontaio (ntuK

detie vernadap Peraturar Supatt vang mengatun tentang st

Vi GeNa o ogUlas Thaka Ssulian tah tata kerje yang bentuk adealal

Aot kst Bupat (ad hocr untii tugas tungs sehagaimana tersebu

SUED ST e g T mera Cal knusus Bupatt akan lebih efekuy
LAtk dae disusen denaan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati atau
e berpnalt degan evhig
duran wrab whasin diaddkan dengan rdana operasional kepala daerah, atai
dunnee ot dengan barapan tidak membebani anggaran daerah dan ke
nakinicn aken deaksanakan pada perubahan  anggaran  tahun 201¢

WiHan condan Hegian tata Usaha Pimoman Setda Kabupaten Gorontalo.

Derpit o teigahan oy disampaikan, sambil monar petunjule dan perkenan Bapeak

Frmali tnte oelpksanaannvas, forim basih
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